BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Setelah Melakukan penelitian pada Perusahaan Bank Sumsel Babel

Cabang Pangkalpinang dan melakukan perbandingan antara sistem yang

berjalan dengan sistem yang dirancang atau diusulkan saat ini, penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di Bank
Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dimulai dengan pengumpulan
data, verifikasi data, ~ analisis laporan keuangan dan aspek-aspek
perusahaan lainnya, analisis proyeksi  keuangan, - evaluasi kebutuhan
keuangan dan struktur fasilitas kredit.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit adalah
timbulnya kredit macet dan cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam
mengatasi permasalahan. kredit macet adalah dengan mengadakan

rescheduling, reconditioning,restructuring dan penyitaan jaminan.

5.2 Saran
Adanya bantuan dari para praktisi hukum dalam membantu masyarakat
untuk mengetahui seluk beluk mengenai kredit. Bantuan tersebut dapat
berupa membuat handbook tentang kredit ataupun bagi pengacara dapat
memberikan konsultasi gratis bagi masyarakat mengenai kredit. Pemerintah
juga dapat membantu dengan memperbanyak penyuluhan seputar kredit
yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya

pengembangan dan peningkatan perekonomian rakyat.
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